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cukuP jelas

stru ktu r besa rnva-i"jf 
?-Y : I - B"#Tl:ilf, !,ff :l1t1su'ffl:i

Pelatihan pada UPTD LilslY!-t;;i"'i;.riii", 
yuns diberikan

Tenqoara, disesuaikan dengan.'

"l"i'"6l'i"i 
F"r"tihan pada ueto t-ingtup Pemerintah

Provinsi Sulawesi Tenggara'

cukuP jelas

cukuP ielas

cukuP lelas

cukuP jelas

cukuP lelas

cukuP jelas

cukuP jelas

cukuP jelas

cukuP jelas

cukuP ielas

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR: 3 TAHUN 2OO7

TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA

PEMBANGUNAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
Menimbang :a. bahwa agar kegiatan pembangunan daerah berjalan

efekif, efisien dan bersasaran maka dioerlukan
perencanaan pembangunan daerah yang disusun
secara sistimatis, terarah, terpadu dan menyeluruh
dan tanggap terhadap perubahan;

b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 27
ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem perencanaan pembangunan
Nasional, maka penyusunan dokumen Rencana
Pembangunan Jangka panjang Daerah (RpJpD),
Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renstra-SKpD), Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuin
Kerja -Perangkat Daerah (Renja€KpD), maka perlu
disusun Peraturan Daerah Tata Cara penvusunan
Rencana Pembangunan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk
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Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana Pembangunan Daerah'

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang

FenetJpan Peraturan Pemerintah pengganti,Uig.?,ls-

iJ;;;;; N"t.r 2 Tahun 1964 tentans PembeituKan

S""r"riringLut lsulawesi Tengah dan Daerah Tingkat

I Sulawesi Tenggara' dengan .mengu?il U.1l?lS

U"d";S Nomor-- 47. Prp Tahun 1960 tentang

FemO.-ntufan Daerah Tingkat I Sulawesi- Utara-

;;il; ;"; Daerah rinsiat l-sula-wesi 
-s,"]311i^i.nio"r" (Lembaran Negara Republik Indonesra

iliiX"igoi r'romor ga, Tairbahan Lembaran Negara

RePublik Indonesia Nomor 2687);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

N;;# 
-i1"t6"r."n 

Negara Republik Indonesia Tahun

;;0';' N#;; ;i lamoalan Lembaran Nesara Republik

lndonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistern

F.-"-"*"n Plmbangunan Nasional (Lembaran Negara

;i;;lk i;""esia Ta-hun 2004 Nomor 104' Tambahan

L.Jffi;;'N;;ara Repuulit< Indonesia Nomor 4421);

3.

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran N:S."t" , 
Republik

i"i."""i" r"nrn 2004 Nomor 125' Tambahan.Lembaran

il"g; R.p;olik lndonesia Nomor 4437)' sebagaimana

telah diubah dengan L'ndang-Undang N9loJt i^-T"h'n
2005 tentang Penetapan Peraiuran Pemerintah Pengganu

U;;;;-ud""g Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan

;;;;;;-uil".6 No'o' 32 rahun 2oo4 tentans

F.i"ii"t"n"n . Daerah menjadi Undang-unoang

if"..l"i"" 
- rl"gara Republik Indonesia Tahun 2005

iiJ."i loe, iamoana'i Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4548);

l3
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5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 25
Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39
Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4095),

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004, tentang
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lemoaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2OO4 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerran
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesaa
Tahun 2004, Nomor 75, Tambahan Lembaran l\eqara
Republik Indonesia Nomor 4406);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor
140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

'1 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39
Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
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Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara

h;;;;lklfu."esia Tahun 200-6 Nomor 96'.-rambahan

;ffi;;;"' i";;ara nepuutix I ndonesia Nomor 4663)'

12. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia 
-Nomor 

40
'- i"r'tr" iooo tentang Tata cara Penyusunan Rencana

;;;;;";r;;" Nasionai (Lembaran ryug"'? , 
R€publik

i;;;;";;-i;h,n 2006 Nomor e7' rambahan Lembaran

Nug"o n"puOf ik Indonesia Nomor 4664)'

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

dan
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUS$N:

Menetapkan: PERATuRAN DAERAH TENTANG-. TATA CARA

PENYUSUN;N_'.-N T.TCIT.TA PEMBANGUNAN

DAERAH
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

'1 ' Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi

Sulawesi Tenggara;

3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;

4. Badan Perencanaan Pembangunan -?,i:"h "li::
:1'ryry^1" J:"li:^,,^::oB:::", ;:in:'

adalah Badan

P-"[i"rti""n Pembangunan Daerah

74

Tenggara;

Sulawesi

75
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5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjurnya
disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara;

6. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa
depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan
memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang
dilaksanakan oleh semua komponen daerah dalam
rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan
Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja
Perangkat Daerah;

7. Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah,
yangselanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen
perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun;

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen
perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;

9. Rencana Strategis Satuan Kerja perangkat Daerah,
yang selanjutnya disingkat Renstra-SKpD, adalah
dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
untuk periode 5 (lima) tahun;

10. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat
RKP merupakan dokumen perencanaan Nasional untuk
periode 1 (satu) tahun ;

11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja pemerintah Daerah
(RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk
periode 1 (satu) tahun;

12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang
selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar

t
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Delaku dalam rangka menyusun rencana q:gT:::""
5""J 

-J"* 
neniana Pembangunan Jangka. P-1llns

;;;;h,-A;""ana Pembangunan Jangka Menengap

5;;;' t"up'n Rencana Pembangunan Tahunan

Daerah;

l3.Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka

Panlang Daerah I"ng selanjutnya., 
-,-disingkat

Musrenbang langr<a l-anlang Daerah *lalah 
torum

antar pelaku dalam rangka menyusun Kr"ru'

l4.Musyawarah Perencanaan Pembangunan,,lTS*"
Menenqah Daeran yang selanjutnya disingkat

iffis;;il;n J"ngru vJn"ngah Daerah adalah rorum

antar peiaku dalam rangka menyusun r{r'rrvrL'''

15. Musyawarah Perencanaan Pembangun'L f-:lyn"n
Daerah yang selan1utnya disingkat Musrenbang

;;;;;;" 6"&an "d"i"n'to"t 
antar pelaku dalam

rangka menYusun RKPD;

16. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan 1(eria

Peranqkat Daeran, yang selaniutnya disebut Rencana

G:'ja1lj,; ji; 
ti a' p 

" 
i" n q r"t' D a-e ra h ( Re n j a -s K P D )'

adalah dokumen p"'un""ni"n Satuan Keria Perangkat

Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

'17. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan K-er'iaf erangKal

Daerah, selan1utnya 
"disingkat *G 9fP.:^^"liill

dokumen perencanaan dan penganggaran yang bensl

pi"gt"t Ol"" kegiatan Satuan Keria .Perangkat-Daeran
yang merupaK"n ptnl"b"t"n diri Rencana Ker'ia

Perangkat oaeran oan 'rencana strategis Satuan Ke1ia

b";;;;li;i Daerah vang bersanskutan dalam,satu tahun

anggaran, serta ang!aran yang diperlukan untuk

melaksanakannya;

18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang

diinginkan pada akhir periode perencanaan;

76

77

19.

20.

21 .
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Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-
program indikatif untuk mewu.ludkan visi dan misi;

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh
Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan;

Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di
bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka
mencapai tujuan pembangunan nasional;

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi
pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta
memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan
masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi
pemerintah;

Kegiatan adalah bagian dari program yang
dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada
SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran
terukur pada suatu program dan terdiri dari
sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya
baik yang berupa personal (sumberdaya manusia),

barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana
atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis
sumberdaya tersebut sebagai masukan (rhpul) untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk
barang/jasa;

Forum SKPD Provinsi adalah wadah bersama antar
pelaku pembangunan tingkat Provinsi untuk
menentukan prioritas kegiatan pembangunan hasil
Musrenbang Kabupaten/Kota dengan SKPD Provinsi
atau gabungan SKPD Provinsi;

23.

24.

zJ.
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27.

Rencana Strategis Daerah yang selanlutnya dl"llqlil
ilLniir"a" adalJh Rencana strategis Daerah Provrnsl

Sulawesi Tenggara Tahun 2003-2007;

Anoqaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

."rZ'irrt"v" ai"ingi<at APBD adalah rencana keuangan

i"-nun?n 
'p"t"ri-ntahan daerah yang dibahas- 

-dan;Hi;;;i uli""m" oleh Pemerintah Daerah dan DPRD

oan Jiietapxan dengan Peraturan Daerah;

Kebijakan Umum APBD yang selanjutny? gi?1{1
KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bldang

p""irp"t"; belania dan pembiavaan ::1:.-1"ut"'
I"ng fr"nO.""tinya untuk periode 1 (satu) tahun:

29. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara,- yang
-- 

""f"niuiny" 
disingkat PPAS merupakan program

"ri.iii"" 
ian patoian batas maksimal anggaran.yang

:ffiil;" li;ffi" skpo untuk setiap prosram sebasai

acuan dalam Penyusunan RKA-SKP;

26.

30. Pengendalian adalah . sera19k3i1' kegiatan

I j 
""r]" 

il," v" n s d i m a ks u d k a 
^ T,! ! 1'^lt:: i 

: :?,1:| | lal ldlsr I rsr | , q' 'v -r'! -

"u"iu'-progrlt/iegiatan .yang dilaksanakan sesual

d"ng"n' t"'i""na Yang ditetaPkan;

Pemantauan adalah kegiatan

p" ir." rn u" n g 

" 
n p e I a ks a n a an, l:i-"iii, o^"::l:n il;Tffi ; il;;fti; ; i' =",t"'.n " 

n g 

" I 
t 
i: 

i p:.: 
i, - 

p,"i:l T,'::?l
;ff ii,ili ;;la-tlu-at<a n t-i mbu I u ntuk da pat di a m bil

mengamati
31 .

33.

iindiran sedini mungkin;

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan

;JisIJi il!rr."n tiip,t), keluZran (output) dan hasil

ioutcome) ternadap rencana dan standar'

Kineria adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program

V"ng'"L"n atau telah dicapai sehubungan dengan

6"n"ggun""n anggaran dengan kuantitas dan kualitas

yang terukur;

78
79
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34. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah kepala satuan pengelola
keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan
kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara
umum daerah;

35. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat TAPD adalah tim yang drbentuk dengan
keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh
Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapka,l
serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam
rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri
dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat
lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB II
ASAS OAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Pembangunan daerah diselenggarakan berdasarkan demokrasi
dengan prinsip-prinsip kebersamaan, keseimbangan, keadilan,
kesinambungan, berwawasan lingkungan dan kemandirian dengan
menjaga keseimbangan kemajuan serta persatuan dan kesatuan
Nasional;

Perencanaan pembangunan daerah disusun secara sistematis,
terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan;
Tata cara penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra-SKpD, RKpD.
Renja-SKPD disusun berdasarkan asas kepastian hukum, tertib
penyetenggaraan pemerintahan, kepentingan umum, keterbukaan,
proporsionalitas dan akuntabilitas;

Tata cara penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra-SKpD. RKpD.
Renja-SKPD bertujuan untuk :

a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan di daerah;

(2)

(3)

(4)
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b. Menjamin terciptanya koordinasi' integrasi' sinkronisasi' dan

sinergi baik 
"n,"r. 

o"u'"nl ""t"t 
tu'ng' int:r waktu' antar fungsl

Pemerintah Oaeran'maufun antira Pusat' Provinsi dan

KabuPaten/Kota;
c Meniamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan'
- 

f"ni"ngg"t"n, pelaksanaan' dan pengawasan;

a. Men-goplimalkan peran se(a masyarakat; dan

e. Menjamin tercaparnya p'enjg'.n"i1 sumber daya secara efisien'

efekiif, berkeadilan' dan berkelanjutan'

BAB III

RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

(1) Perencanaan pemoangunan daerah mencakup penyelenggaraan

perencanaan =emua "rngsi 
pemerintahan yang meliputi semua

bidang kehidup"n """"'t 
t""'p"du dalam Wilayah-D-aerah;

(2) ;;;;i;;;an' pembangunan daerah terdiri atas perencanaan

pembangunan yang di'";;; secara turpaou oleh Satuan Kerja

Perangkat oa.ran proviili-instansi vertikal yang ada di daerah dan

perencanaan p"t;;;;;; 
- 

oleh 
---P,emerintah 

Daerah

kauupaten/xota sesuai dengan kewena?San5-^
(3) Perencana"n pu*o"ng'nai daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) menghasilkan :

a Rencana pembangunan jangka panjang 9"?11-
b. Rencana pemoangunan ianlka menengah daerah; dan

c. Rencana Pembangunan tahunan'

TAHAPAN "r*r*"o*ff, 
JIt"o"u'*oN oAERAH

Pasal 4

Tahapan perencanaan pembangunan daerah meliputi :

a. Penyusunan rencana;
b. PenetaPan rencana;

80
81

c. Pengendalian pelaksanaan rencana; dan
d. Evaluasi pelaksanaan rencana.

BAB V
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Bagian Pertama
Umum

Pasal 5
RPJPD mernuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang
mengacu pada RPJP Nasional.

Pasal 6

Penyusunan RPJPD dilakukan melalui urutan kegiatan :

a. Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
b. Musyawarah perencanaan pembangunan; dan
c. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Bagian Kedua
Penyiapan Rancangan Awal RPJPD

Pasal 7

Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJPD;
Rancangan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
bahan utama bagi Musrenbang Jangka Panjang Daerah.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah

Pasal 8

Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang
Daerah:
Musrenbang Jangka Panjang Daerah diikuti oleh unsur-unsur
penyelenggara pemerintahan dengan mengikutsertakan
masyaraKat;

(1)
(2)

(1)

(2)



(3) Musrenbang Jangka 
-Panjang 

Daerah diselenggarakan dalam

rangka PenYusunan RPJPD'
ffilj:,*;;;;;ri; P""r;s Daerah diraksa":l3l-o?:11 r":::t^l,., 
iif,f "gxt'"' 3! 8xi, I" ? 3 l"'# ;"J ; " o:;iJ;'' t;i i' v",ig ".0 " 

n g

berjalan.

Pasal 9

(1) Tata cara pelat(sanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah

dilakukan melalui dua tahapan yallu :

a. PersiaPan;
b. Pelaksanaan.

(2) Tahapan perslapan seoagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas'

meliputi kegiatan :

a. Penetapln Tim Penyelenggara Musrenbang; 
^--

b. Penyiapan pancruan peliisanaan musrenbang yang memuat

wakiu pelaksanaan, mekanisme dan susunan acara;

c. Mengumumk"n """"'" 
terbuka jadwal' agenda dan tempat

penYelenggaraan musrenbang;
a. [rr",i,6rki"pendaftaran dan/atau mengundang calon peserta

musrenbang;

". 
M;;yi";k;; peralatan dan bahan/materi musrenbang

Tahapan pelaksanaan seoagaimana dimaksud pada ayat (1)diatas'
(3)

meliputi kegiatan :

a. PemaParan rancangan
daerah,

b. Pembahasan muatan rancangan
daerah sebagaimanapembangunan daeran se(

sesuai dengan tingkatannya;sesuai dengan
c. Merumuskan kesepakatan

dimaksud Pada butir b dan

Pelaksanaan Musrenbang'

dokumen Perencanaan

82

83

dokumen
dimaksud

pembangunan

perencanaa:l
pada butir a'
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Bagian Keempat
Penyusunan Rancangan Akhir RPJPD

Pasal 10

Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJPD berdasarkan hasil
Musrenbang Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud pada
Pasal 8 ayat (3).

Bagian Kelima
Penetapan RPJPD

Pasal 1 1

RPJPD ditetapkan dengan PeraturaR Daerah.

BAB VI
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Bagian Pertama

Umum

Pasal 12

(1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala
Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan
memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan
daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan
program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja
Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan
rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka
pendanaan yang bersifat indikatif;

(2) Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,
program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan
tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman
kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

hasil Pembahasan sebagalmana
dituangkan kedalam Berita Acara
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Pasal 13

Periyusunan RPJMD dilakukan melalui urutan kegiatan :

a. Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;

b. Penyiapan rancangan rencana kerja;

c. Musyawarah perencanaan pembangunan; oan

d. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan'

Bagian Kedua

PenYiaPan Rancangan Awal RPJMD

Pasal 14

Kepala Bappeda menylapkan rancangan €wal . 
RPJMD sebagal

oeniabaran dari visi, tl"i, olniiogt"m ke-para D?:':!^f" dalam strategi

;:1ffft ;' ;""i.n' r'"tii"ri';-;fu '' prosram prioritas daerah dan

arah kebijakan keuangan daeran'

Pasal 15

( 1 ) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah, menyiapkan rancangan

Renstra-SKPD ="","' i"'ig"n"tus.a: J9l1k d31 
-f-unssinva 

dengan

berpedoman p"o" 
'"n"l-ngZ; "*Jt 

npluo sebagaimana dimaksud

pada Pasal 14;

(2) Kepala Bappeda menvusun rancangan RPJMD dengan

menggunakan,un"'ngJn''Rl;stra-SKPD lebagaimana dimaksud

p"iJiv"t (1) dan berpldoman pada RPJPD;

(3) Rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud pad.a ayat (2) menjadi
t-' 

L""n"n ui".a bagi Musren-bang Jangka Menengah Daerah'

Bagian Ketiga
Pelaksanaan nusrenb-ang Jang*a Menengah Daerah

Pasal 16

(1) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka

Menengah Daerah;

-15-

Musrenbang Jangka Menengah Daerah diikuti oleh unsur-unsur
penyerenggara pemerintahan dengan mengikutsertakan
masyarakat;

Musrenbang Jangka Menengah Daerah diselenggarakan dalam
rangka menyusun RpJMD;

!/y;relbanS Jangka Menengah Daerah dilaksanakan paling lambat
2 (dua) bulan setelah Kepala Daerah dilantik

Pasal 17
Tata cara Pelaksanaan Musrenbang Jangka Menengah Daerah
dilakukan melalui dua tahapan yaitu :

a. perstapan;

b. pelaksanaan.

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas,
meliputi kegiatan :

a. Penetapan Tim Penyelenggara Musrenbang;
b. Penyiapan panduan pelaksanaan musrenbang yang memuat

waktu pelaksanaan, mekanisme dan susunan acara:
c. Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda dan tempat

penyetenggaraan musrenbang ;

d. Membuka pendaftaran dan/atau mengundang calon peserta
musrenbang;

e. Menyiapkan peralatan dan bahan/materi musrenbang.
Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas,
meliputi kegiatan :

a. Pemaparan rancangan dokumen perencanaan pembangunan
daerah;

b. Pembahasan muatan ranclngan dokumen perencanaan
pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada butir a,
sesuai dengan tingkatannya;

84
85
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c. Merumuskan kesepakatan hasil pembahasan sebagaimana

dimaksud paaa uutii O- Jan dit'angt<an kedalam Berita Acara

Pelaksanaan Musrenbang'

Baqian KeemPat
Pen4usunan F"n""ngt' Akhir RPJMD

Pasal 18

(1) Kepala Bappeda menyusun rancangan akhrr RPJIr/lD berdasarkan

hasil Musrenbang '"iJr' 
- 

rt'r"nJng'n Daerah sebagaimana

JrmaksuO Pada Pasal 16 ayat (3); 
^

(2) Pimpinan Satuan Kerla 
-d"t"ndk"t 

Daerah t:Y,'"'n rancanga;r

akhir Renstra-SKPD ""i"tatt 
Oi"6suaikan dengan RPJMD'

Bagian Kelima

PenetaPan RPJMD

Pasal 19

( 1 ) RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 3 (tiga)

' ' bulan setelah Gubernur dilantik' , - --i
(2) Renstra-SKpD yang r!ng;; RPJMD sebagaimana dimaksud

pada avat (1), oitetapxan"iEliln e"i"t""n ::Ti]n'n 
Satuan Kerja

Perangkat o"t'"n p"frnii"'i-u"r i (satu) bulan setelah RPJMD

ditetaPkan'

BAB VII

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Bagian Pertam.a
Umum

Pasal 20

( 1 ) ts [l D me ru n-1 r<11 
- 1;llT""'?:, j"l'*f 

t"'r.TR" j 
I "r S:]f :?i&ii

l5i;"ffiilli'o j3l"T""##';"'T;";pendanaannva'baikvans

86
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dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;

(2) Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD
dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh
Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat.

Pasal 21

Penyusunan RKPD dilakukan melalui urutan keoiatan :

o.

o.

Penyusunan rancangan awal RKpD;
Forum SKPD dan atau forum gabungan SKPD;
Musrenbag tingkat provinsi;
Penyusunan rancangan akhir RKpD.

(2) Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan
dengan menggunakan Renja-SKPD sebagaimana dimaksud
ayat (1);

(3) Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi
bahan utama bagi Musrenbang Tahunan Daerah.

Bagian Kedua
Penyiapan Rancangan Awal RKpD

Pasal 22

Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai
penjabaran dari RPJMD sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1).

Pasal 23
('1) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-

SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu
kepada rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada pasal
2O ayat (1) dan berpedornan pada Renstra-SKpD sebagaimana
dimaksud pada Pasal 12 ayat (2);

RKPD
pada
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Bagian Ketiga
Pelahsanaan Musrenbang RKPD

Pasal 24

KeparaBappedlT""t*"nnoT:l"Ttli,l",ll"'3,]f, ^'T[3|.i;lXl'|.
Musrenbang Tahunan . .',u"]-"" ;::; lenoikutsertakan
ol^v.i."ggit" pemerintahan dengan meng

il::€l?:l: Tahunan Daerah diselengsarakan dalam ranska

il::l#:fiT,R'unan Daerah sebasaimana dimaksud pada avat

i:ilair"[""i"r."n paling lambat bulan Maret'

Pasal 25

Tata cara Pelaksanaan Musrenbang RKPD dilakukan melalui dua

tahapan Yaitu :

a. PersiaPan;
b. Pelaksanaan.

Tahapan persiapan seoagaimana dimaksud- pada ayat (1) diatas'

meliputi kegiatan :

; :";:;;i";""" ri m Penveren gs a:X 
YX"ff;:: t, ng y"n g me mu at

b. PenYiaPan Panduan Pel" *"'xi, i.r"rianaan, mekanisme dan susuna" ?c-1':; .
c. Mengumumkan Secara i;;ilil jadwa|, agenda dan tempat

, n*;,"XtXT"["Hf "::lfl t",''nn' ndan g caron pese rta

" il:il::t# peratatan dan bahan/materi musrenbans'

Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas'

meliPuti kegiatan :

a. Pemaparan rancangan dokumen perencanaan pembangunan

u. BX"Jilh"""n .r"t"" rancangan g9k'.t"n, perencanaan

oembangunan daeran ""Gg;;"n' 
dimaksud pada butir a'

sesuai dengan tingkatannYa;

(1)
(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

88
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c. Merumuskan kesepakatan hasil pembahasan sebagaimana
dimaksud pada butir b dan dituangkan kedalam Berita Acara
Pelaksanaan Musrenbang.

Bagian KeemPat
Penyusunan Rancangan Akhir RKPD

Pasal 26
Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan
hasil Musrenbang Tahunan Daerah sebagaimana dimaksud pada
Pasal24 ayat (3);
Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rancangan
akhir Renja-SKPD setelah disesuaikan dengan RKPD sebagaimana
dimaksud ayat (1).

Bagian Kelima
PenetaPan RKPD

Pasal27

RKPD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;

Renja-SKPD ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan Satuan Kerja
Perangkat Daerah.

(1)

(2)

BAB VIII

PENYUSUNAN RANCANGAN APBD

Bagian Pertama
Kebijakan Umum APBD

Pasal 28

(1) Kepala Daerah berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud dalam
pasal27 ayat (2), menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD;

(2) Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Pedoman Penyusunan
APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun;
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(3) Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Kebiiakan Umum APBD

tahun anssaran u"rirutdi"'!"0;fi ;i?-11tli1tud pada avat (2)

keoada DpRD 
".f ".o"i-i"rt"tn!a 

pertengahan Bulan Juni tahun

anggaran berjalan;

(4) Rancangan KebuaKan Umum APBD v"n.S !:!?l,dibahas 
Kepala

Daerah bersama opn5""lil"g"1t!"" gittlt1i o"ou avat (3)

selanjutnya disepakatr mlniaOi (ebiiakan Umum APBD'

Bagian Kedua

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Pasal 29

(1) Berdasarkan Kebuakan Umum APBD yang telah disepakati'

Pemerintah Daerah oan Sino tutU"his Rancangan Prioritas

dan Plafon Anggaran l;;niar" yang disampaikan oleh Kepala

Daerah'

(2) Pembahasan Prioritas dan Plafon .flSg"'"n Sementara

sebagaimana oimat<sii pJj" "v"t 
(1) I'j1T.Y:'" 

palins lambat

.j"gg" k"4"" Bulan Juli tahun anggaran sebelumnya;

{3) Pembahasan Prioritas dan Plafon. 
- ' 

Ang-garan Sementara

sebaqaimana dimarsli Ji" "v"t 
(1) diiaksanakan dengan

Lngt-an-tangfah sebaoai berikut :

a. Menentukan .r"r"" p-rliit"i dalam urusan waiib dan urusan

Pilihan;
b.Menentukanurulanprogramdalammasing.masingurusan;
c. Menyusun pr"ton 

'ini6"i"n sementara untuk masing-masrng

program.

(4) Kebiiakan Umum APBD dan Prioritas dan . 
Plafon Anggaran

' ' Sementara yang tel;h ;ibJn"" a"n disepakati bersama Kepala

Daerah dan DPRD litu;ngf<9n 9at3m ry.ota-f<esepakatan 
yang

ditandatangani oto"'J" lLi f"pala Daerah dan Pimpinan DPRD;

(5) Kepala Daerah berdasarkan Nota ](esepakatan sebagaimana

dimaksud pada ayal iii't""u'uitr* p"g:TT.P"nvusunan RKA-

SKPD sebagai p"oot'Jl iiepara sfpo menyusun RKA-SKPD'

90
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Bagian Ketiga
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

Pasal 30
(1) Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana

dimaksud pada pasal 29 ayat (5), Kepala SKPD menyusun RKA.-
SKPD;

(2) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka
pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan
penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Pasal 31

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran
jangka menengah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang
berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang
direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran
yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk
pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya.

Pasal 32

penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen
Rencana Kerja dan Anggaran.

Pasal 33

(1) Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi .kerja
dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan
dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan
program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil
tersebut;

(2) Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja,

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan penganggaran terpadu
dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan



indikator kinerja, analisis standar belanja' standar satuan harga'

dan standar PelaYanan minimal;

(3) Standar satuan narga sebagaimana dimaksud ayat (2)' ditetapkan

dengan KePutusan KePala Daerah

Pasal 34

RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal ?9-1y" 
(1)' memuat

rencanapendapatan,oetan1aunturmasing-masrngprogramdan
keqiatan menurut tungsl untullahun yang direncanakan dirinci sampai

;Hffi ti""i""-"ui.i-p"nJ'pJ"n''uerinla dan pembiavaan' serta

prak]raan maju untuk tahun berikutnya

Baaian KeemPat
PenYiafan RaPerda APBD

Pasal 35

(1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh Kepala .SKPD 
sebagimana

dimaksuddalamPasa|go"v"ttrldisampaikankepadaPPKD;
(2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' selanjutnya

'-' aibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah;

(3) Pembahasan oleh Tim Anggaran. Pem"!fl?hi:t^t"h sebagarmana

'-' oi."r.iuo pada ayat iz)'iit"x'k"n untuk menelaah kesesuatan

antara RKA-SKPo oerig-ln-i;uiiakan Umum APBD' Prioritas dan

Plafon Anggaran semeltiara' piakiraan maju yang telah disetujui

i;;;; ;;gA;;" seoetumnva' dan dokumen- perencanaan rarnnva'

serta capaian xinerla, 
-inJikaior' 

analisis standar belanja' standar

iatuan harga, dan standar pelayanan minimal'

Pasal 36

(1) PPKD menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

berikut dokume" p""l;[;ru;erdasarkan R[|-SKPD vang telah

Oitetaah oleh Tim Anggaran Pemerintah uaeran;

93

-23-

(2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas Nota Keuangan dan Rancangan APBD.

Pasal 37

Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya
pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumya untuk dibahas
dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.

BAB IX
PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD

Bagian Peftama
Dasar Perubahan APBD

Pasal 38
(1) Perubahan APBD dapat diiakukan apabila terjadi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;

b. Keadaan yang menyebabkan harus diiakukan pergeseran
anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis
belanja;

c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun
sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;

d. Keadaan darurat, dan

e. Keadaan luar biasa

(2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali datam 1

(satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
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Bagian Kedua
Kebiiakan lJmum sefta

Prioritas dan Ptafon ang['i"i iementara Perubahan APBD

Pasal 39

Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuat

i;;;;;;t;i tiun 
"euas"im-ala 

dimaksud dalam Pasal 34 avat

(1 ) huruf a dapat. ot"pl i"tj"oinya. pelampauan. atau tidak

tercapainya proyeKsr p"no"i"i"'i daeran' alokasi belan'ia daerah'

sumber dan pengguna"" 
'i!rnui"v""n yang semula ditetapkan

dalam KUA;

Kepala daerah memformulasikan hal-hal .yang mengakibatkan

teriadinva perubahan npe6;;b;gaimana dimaksud.dalam Pasal

i',i'ltlii,t l""i*l't" o"r",n t""can g an kebij atan u mu m perubaha n

APA'D.iti" PPAS Perubahan APBD;

Dalam rancangan Kebijakan Umum Perubahal AP^A.O dan PPAS

perubahan ApBD seUagarr"n" Jir"r"rd pada ayat (2) disajikan

secara lengkap penjelasan mengenal :

a. Perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;

b. Proqram dan kegratan yang dapat diusulka'n untuk ditampung

datim perubah"n npeD'ilig"n' mempertimbangkan sisa waktu

p"i"t t"n""n APBD tahun anggaran berlalan;

c. Capaian target kinerja progr?T- dan 
, 
kegiatan yang narus

dikurangi dalam peruolhln'npeo apabila asumsi KUA tidak

tercaPai; dan

d. Capaian target kinerja program 9fl^k"9i13L 
yang harus

ditingkatkan oatam ilerloa-tran APBD apabila melampaut

asumsi KUA.
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(5) Rancangan Kebijakan Umum Perubahan ApBD dan ppAS
Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah
dibahas selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum
Perubahan APBD serta PPA Perubahan ApBD paling lambat
minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan;

(6) Dalam hal persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan
daerah tentang Perubahan APBD diperkirakan pada akhir bulan
September tahun anggaran berjalan, agar dihindari adanya
penganggaran kegiatan pembangunan fisik di dalam Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan ApBD.

Pasal 40

Kebijakan Umum Perubahan APBD serta PpA perubahan ApBD yang
telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (5),
masing-masing dituangkan ke dalam
ditandatangani bersama antara Kepala
DPRD.

(2)

(3)

nota kesepakatan yang
Daerah dengan Pimpinan

Rancansan Kebiiakan umYm 
-!er1b,:1?:,,^lt:},0":""1t2:n, F:["#ffl [F8,6*:d; :i," "; 

- ;;;k.,d 
^^1"*." flj,0,,9;

:'::Ti:i:^ i5;"0" ;"ffi"i;;119 11muat 
minssu pertama buran

Pasal 41

(1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalarr
Pasal 40, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Kepala
Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD yang memuat
program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA-SKpD yang dapat
diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBD sebagai acuan
bagi kepala SKPD;

(2) Rancangan surat edaran Kepala Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mencakup.
a. PPA perubahan APBD yang dialokasikan untuk program baru

dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah pada setiap
SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan;

b. Sinkronisasi program dan kegiatan SKPD dengan program
nasional dan antar program SKPD dengan kinerja SKPD
berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang
ditetapkan:ngr.lI= J"r"t tahun anggaran berjalan'

95
94



(3)

(1) Perubahan DPA-SKPD
ayat (1) dapat beruPa
target kinerla Program

(2)

t(3)

(1)

97

c. Batas waKu penyampaian RKA-SKPD dan/atau DPA-SKPD huruf b serta pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja
dan antar rincian obyek belanja diformulasikan dalam DppA-SKpD;
Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja
berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan ppKD;

(3) Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan
dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah;

(4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) dilakukan dengan cara mengubah peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan,
untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD;

(5) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan
antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan
daerah tentang APBD;

(6)Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan
dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud
pada ayat ('l), harus dijelaskan dalam kolom keterangan peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran perubahan ApBD.

BAB X
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA

Pasal 44
(1) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh

masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
(2) Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan

pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan
Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan
Kewenangannya.

(2)yang telah diubah kePada PPKD;

Hal-hal lainnya yang perru mendapatkan perhatian dari SKPD

i;;k;ii i;nga; ririnJp-prin"ip peninskatan efi s1911, 
-1Pnintas'

ii"""p"r""Ji-oJn atuntaoitiia" peny's'n"n anggaran dalam

rangka pencapaian prestasi kerja; dan 
..

Dokumen sebagai lamprran meiiputi kebijakan umurnf:'*17
APBD, PPA perubahan APBD, kode reKenlng. rlrDL'' rurrrrdr

iii<n-srio oinlatau DPPA-SKPD, standar analisa belanja dan

standar harga.

Pedoman penyusunan RKA-SKPD dan/atau kriteria DPA-SKPD

;;; ;;di diubah sebasaimana dimaksud pada ayat (1)'

ln.ioit[",ilf.n i"prr"-o""i"f.r pating tambat minggu ketiga bulan

Agustus tahun anggaran berjalan

Pasal 42

sebagaimana dimaksud dalam Pasal .41
oeninqkatan atau pengurangan capalan

ian kEgiatan dari yang telah ditetapkan

semula;
Peningkatan atau pengurangan capaian target kin-erja. program dan

kegiatan sebagaimana ormaksud pada ayat (1) diformulasikan

dalam format dokumen p"'"ft"n""n perubahan anggaran SKPD

(DPPA-SKPD);
b-a|"r' t"it*i DPPA-SKPD dijelaskan capaian. target

[i"tb"ra l""is, obyer, dan rincian obyek pendapatan'

""rt" 
"p",i 6l"Vaan baik sebelum dilakukan perubahan

setelah Perubahan.

kinerja,
belanla

maupun

Bagian Ketiga
Pergeseran Anggaran

Pasal 43

Pergeseran anggaran antar unit organisasi' antar kegiatan' Oan

antar jenis belania sebaga'tn"n" aitift'd dalam Pasal 38 ayat (1)

t
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Pasal 45

(1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja

pelaksanaan rencana'i"iiu"ng'n"n satuan Kerja Perangkat

Daerah Periode sebelumnYa;

(2) Kepala Bappeda menyusun evaluasi kinerja .pelaksanaan 
rencana

pembangunan o"r.o"'u'"ttln l-t'asit tvatuaii Kepala Satuan Keria

Perangkat Daeran seoagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud p"d?.:y1]3) meniadi bahan

bagi penyusunan 
"n""n"* 

f,"tbangunan untuk periode berikutnya'

Pasal 46

Evaluasi kinerja yang dilaKsanakan menggunakan indikator kinerja yang

Li"n Jit"t"prrin ian/atau hasil kajian yang lengKap'

BAB XI

DATA DAN INFORMASI

Pasal 47

Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang

aruiat Oan dapat dipertanggungjawabkan

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Sebelum RPJPD ditetapkan menurut ketentuan dalam Peraturan

Daerah ini, maka penyusunit'nilr"ro i"ttp berpedoman pada Pasal 12

ayat (1).
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BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan/Keputusan
Gubernur.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 2 April2OOT

PIt. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA.

H. YUSRAN A. SILONDAE

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

H. ZAINAL ABIDIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2OO7 NOMOR 3

Kendari
2007

99

98


